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PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

KEM ENTERIAN PERINDUSTRI,AN

NOMOR 28TAHUN2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN INSPEKTUR II NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT II TAHUN 2O2O-2O24

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR II

KEM ENTERIAN PERINDUSTRI,AN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategls Inspektorat

Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2O2O-2O24 agar

sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, perlu menJrusun rencana strategis

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun

2020-2024;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspelrhrr II

tentang Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2O2O-2O24'

Mengingat 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor

33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

aToo);

4. Und.ang-Undang Nomor 39 Tahun 20O8 tentang Kementerian

Negara (L,embaran Negara Republik krdonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor 49161;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 4'

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a92l.;
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Menetapkan

6. Peratura-n Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penlrusuna[ Rencana Pembangunal Nasional

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor

97, Tambalan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor

466a\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional Tahun

2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 46, Tamballan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5671);

8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang

Kementerian Perindustrial;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembasgunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24

(t embaran Negara Republk Indonesia Tahun 202O Nomor

10);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1S9);

11. Peraturan Menteri Perencala.an Pembangunal

Nasional/Kepala Badan Perencanaal Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2O19 tentang Pedoman

PenJrusunan dan Penelaahal Rencana Strategis

Kementeriarr/kmbaga (Ronstra K/L\ 2O2O-2O24 \Befta
Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN

PERINDUSTRTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Inspektur II Nomor tahun

2020 tentang Renca-na Strategis Inspektorat II tahun 2020-

2024 untuk seluruhnya sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum da-lam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai bertaku pada tanggal

ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Januai 2022

An. INSPEKTUR JENDERAL
lnspektur II

KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN,

URYANTO
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LAMP1RAN

PERATURAN INSPEKTUR N

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

INSPEKTUR 1I NOMOR TAHUN 2O2O

TENTANG RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT II TAHUN 2O2O-2O24

RENSTRA INSPEKTORAT N TAHUN 2O2O-2O24

BAB I PENDAHULUAN

A- Kondisi Umum

B. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intemal

C. Potensi dan Permasalahaa

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

D. Sasaran Strategis

1. Perspektif Pemangku Kepentin gan (S:takelnlders Prespectiue)

2. Perspektif Proses Interna-l (Internal Pro<lr-ss Perspectiue)

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi {Learn aruT Gtoluth

PersPectiue)

E. Indikator Kineda Utama

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

B. Sasaran Kebijalan

C. Strategi Pengawasan

D. Program dan Pengawasan

E. Pelaksanaan Pengawasan dan Hasil Yang Diharapkan

F. Dukungan Pengawasan

G. Peran Unit Keda

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja:

1. lndikator Kine{a Sasaran Strategis

2. Indikator Kineda Program

3. Indikator Kine{'a Kegiatan

B. Kerangka Pendanaan

I

BAB V PENUTUP



Kata Pengaltat

Renstra Inspektorat II tahun 2020 - 2024 merupakan bentuk penjabaran dari tugas

dan fungsi pengawasan pembangunan industri agar tetap sejalan dengan a-ralt dan

kebijakan Rencana Pemba-ngunan Jangka Menengah Nasional di Bidang Industri'

Rencana Strategis ini merupakan P€doman bagi InspetrCorat II Kementrian

Perindustrian agar dapat melakukan sin-kronisasi dan menjalin sinergi terhadap

kegiatan pengawasal baik di lingkup pusat maupun daerah.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas aparatur Kementrian

Perindustrian bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kementrian Perindustrian berjalal sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang undangan mendukung penyelenggaraal pemerintahan yang efektif, efisien,

transpaian, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan Good C'ouentan<:e

d,an clean ciouernment derrgar. lndikator Kenerja utama (IKU) yaitu : llBatas tolera.nsi

temuan material pengawasan eksternal pada satuan kerja cangkupan tugas

Inspekorat II, 2) Rekomendasi hasil pengawasan intemal yang ditindaklanjuti oleh

satker cangkupal tugas Inspektorat II, 3) Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI)

Kemenperin,

Renstra lnspektorat II tahun 2o2o - 2024 diharapkan menjadi landasan bagi aparat

pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk memberi nilai tanbah dan menjamin

pelaksalaan Program dan kegiatan pengembangan lndustri berjalal secara efisien'

efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Jenderal

Kementrian Prindustrian sebagai mitra kerja dan penjamin mutu pencapaial sasaran

pembanguna-n industri.

Jakarta, Jarruai2O22

Inspektur Il

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat II ta-hun 2020 - 2024 disusun untuk memenuhi

aEanat Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 tahun 2O04 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penlrusunan Rencana Pembangunal Nasional

dimana Pimpinan Kementrian / l,embaga diamanatkan untuk menyiapkan rancangan

rencana strategis Kementrian Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan

berpedoman kepada rancangan awal Rencana Peobangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN)



Lampiran Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor Tahun 2022
Tentang Rencana Strategis Inspektorat
JenderalKementrian Perindustrian Tahun
2020-2024

BAB I
PEITDIIIIULUAIY

A. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020 - 2024, disebutkan

bahwastruktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor

industri sebagai motor penggerak untuk mewujudkal ketahanan

ekonomi yang tangguh. Arah pembangunan industri difokuskan pada

perwujudan industri yang berdaya saingdengan struktur industri yang

sehat dan berkeadilan. Untuk itulah, sebagai lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian

sebagaimaaa diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 disusunlah

visi, misi pembangunan industri yang akan dicapai melalui rencana

strategis Kementerian Perindustrian 2O2O - 2024. Oleh karena itu, visi

pembangunan industri 2O2O-2O24 adalah 'Terwujudnya Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong

Royongl.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrial telah

meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan

penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

A. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak

perekonomian nasional;

B. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;

C. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta

Industri Hijau;

D.Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta

mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok

atauperseorangan yang merugikan masyarakat;

E. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

F, Mewujudkan pemerataan pembangunal industri keseluruh wiiayah

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasiona-1;

c.Meningkatkan kemakmura;r dan kesejahteraan

masya,rakat secaraberkeadiian'
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II

rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan tidak terlepas dari

unsurperencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan yang terstruktur,

serta tidak lepas dari fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat

Jenderal sebagai unit pengawasan internal kementerian, memiliki fungsi

yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan industri. Sesuai

dengan Perpres No 29 Tahun 2014, tentang Akuntabilitas Kine{a

Instansi Pemerintah, ma-ka Inspektorat II Kementerian Perindustrian

menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari

tugas dan fungsi pengawasal pembangunan industri agar tetap seja,lan

dengan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJM) dibidang industri. Rencana Sbategis ini merupakan

pedoman bagi Inspektorat II Kementerian Perindustrian agar dapat

melakukan sinkronisasi dan terjalin sinergi terhadap kegiatan

pengawasan baik di lingkup pusat maupun daerah.

EI/ALUAAI PELAI(AAITAAII PEtrGAWAAAI IIf TERITAL

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dart

reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan

perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-

Audit (watch dog) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan,

pengendalian (counseling partner) dan kedepan menjadi Penjamin Mutu

(quality assurance).

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

direncanakan dapat sema-kin dirasakan oleh staleholder terkait melalui

kegiatan-kegiatan qualitg assurance, tnn'sulting ParttBr, serta a-ktivitas

anti korupsi lanti amtption actiuitgil dengat pendekatan pengawasan

yang menitikberatkan pada pengawasan yang hrsifat pencegahan

(preventif) selain juga pengawasan terhadap hasil kegiatan (detektif)'

sld2oLo 2015-20L9
Qualitv fusurance

Consulting Partner
Watchdog

.A

20LO-20L4
Quality Assurance

2020-2024
Quality Assurance

Consulting Partner

AntiCorruption

Traldoro.asl Pelgaraaar Iaternal
Dengan paradigma baru tersebut, nilai-nilai pengawasan yang
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diukur bukan darijurnlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat

membantuseluruhentitaskerjadilingkunganKementerian
Perindustrianda]ammengatasipermasalahanyangtimbul,meliputi
aspek pengelolaan risiko, control, dan tata proses yang baik'

Langkah-langkah operasiona-lisasi perubaian paradigma tersebut'

pengawasan dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran'

pelaksanaan, sampai dengan hasil yang diperoleh' dengan

mengedepankan pengawasan pre- emtif dalam rangka membangun dar

meningkatkan kesadara! taat azas untuk mencegah timbulnya morcl

independen, obYektif, akuntabel,

dikedepankan, sehingga indikator

luzard, dengat sosia-lisasi ketentuan

character building, Pengembangan

sebagainya.

Perubahan Paradigma

dan transparan harus selalu

keberhasilan Pengawasan intern

dan peraturan Perundalgal,

motivasi, Penerbitan buletin

pengawasan, membangun sistem pengawasan berbasis web' penegakan

reward and punishment, dan pengawasan preventif untuk membangun

sistem pengendalian intern melalui penyusunan dan penerapan SOP'

juklak, juknis, standar kinerja, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)'

kode etik pelayanan publik, yang antara iain diimplementasikan dalam

pembentukan Unit tayanan Pengadaan (ULP)' Sistem Pengendalian

lntern (SPI), Penilaian Kineda berbasis KPI dan produktilitas' Klinik ltjen'

Reviu RKA/KL, Evaluasi SAKIP' PencananganWhistle Biower System' dan

bertahapa}anmencapaihasilyangdiharapkan,mengingatpersamaan

visi, persepsi untuk segera memajukan industri nasional yang didukung

oleh komitmen, kebersamaan' teamlaork' neh'ork seluruh aparat auditor

dan upaya-upaya peningkatan kuantitas' kapasitas' kompetensi serta

profesionalitasnya' Olehkarenaiya seluruh entitas keia di lingkungan

Kementerian Perindustrian secara simultan juga perlu melakukan

perubahal ke a'rah yang lebih bark dengan bekeda keras' bekerja cerdas'

bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas'

Dalam rangka melaksanakan tugas

Jenderal telah melaksanakan serang]<aian

pengawasan tersebut diyakini secara

pengawasan' Inspektorat

prograln dan kegiatan

(Renstra) Inspektorat

4.

I. TI'ALUAST PDLATGAI{AAIT PEI{GAWASAIT II{TERTAI INSPEKTORAT II

'o 
tBill?-u," 

hasil pengukuran kinerja Inspektorat II' seca-ra umum

dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

A. Peroangku KePerrtl[ga!

a. Meningkatnya akuntabilttas' efektivitas, efisiensi dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan

sebagaimana yang tertuarg pada Rencana Strategls

Jenderal Kementerian Perindustriantahun 2O2O-2O2

I

yang diukur berdasarkan



indikatorPersentaseNilaiLaporanKeuanganlnspektoratJenderal

sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundang-undangan merupakan

Indikator Kineria Utama (lKU) dengan tar$et 95o/o' rata-rata capaian

indikatorinitelahmencapai5T,|4yoyalqdicapaimelaluikegiatan
reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL' Reviu PIPK' serta

reviu RK-BMN, lnspektorat ll Namun pada Tahun Angga-ran 2019 ini

Reviu Laporan Keuangan/BMN pada Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) belum dianggarkan secara mandiri

pelaksanaan Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

(PIPK) satuan ke{a Cakupan Tugas Inspektorat II Tahun Anggaran

2o19 belum dilakukan dikarenakan reviu tersebut barr dilakukan

untuk Laporan Keuangan/BMN Tahunan 2079 yang baru

dilaksanakan bulan Januari 2020

b. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator

Penyelesaial Tindak lznjut Saran/ Rekomendasi Hasil Pengawasan

yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 63'64%

dari target sebesa-r 9070' Rendahnya capaial ini disebabkan karena

beberapa satuan kerja tidak melakukan tindak lanjut hasil

pengawasan. Kemudian karena keterbatasan anggaran pada sub

bagian tindak lanjut, penyelesaian tindak lanjut dengan cara jemput

bolakekantorsatuankerjahanyadilakukanpadaSatuankerjayalg
belum menyelesaikan tindak larljut dalam batas wai<tu 90 hari kerja

(sesuai SOP penyelesaian tindak lanjut);

c. Meningkatnya akuntabilitas' efektivitas dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator

PersentasetemuanBPKdibawahmnteialitgtfuestnlddengantarget
<3olo.RealisasisampaidengantriwulanlVtela}rmencapaio,0897"dimana

temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan KementerianPerindustrian

TA 2018 sebesar Rp 2'523'945'54 dad anggaran Kementerian Perindustrian'

Dari anggaran Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2'827 'a54'

207.OO0;

d. Meningkatnya akuntabilitas' efektivitas dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator

Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola

kepemerintahan yang dapat ditindaklanjuti mencap ^ 
167o/" dai t^rget

sebesar 6070. Indikator ini merupakan Indikator Kineda Utama (IKU)'

dimana dari 4 Rekomendasi tingkat Kementrian sudah ditindaklanjuti

karena keterbatasan

dilakukan bersamaan

semua (4 Rekomendasi ) '

e. Meningkatnya akuntabilitas '

anggaran, sehingga pelaksalaan revrunYa

dengan Direktorat Jenderal IKMA' Untuk

9
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peraturan perundang-undangan yang diukur berdasarkan indikator

Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA,

dengan target 75o/o ndak dapat tercapai. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon

I yang mendapatkan nilai AA

ta.rget 75olo dimaia realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah Direktorat

Jenderal ILMATE mendapat r111a178.44 {BB) dan Direktorat Jenderal IKMA

mendapat nilai 8l,42 (Al, nilai SAKIP untuk unit binaan lnspektorat II tidak

tercapai terget.

f. Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangai yang diukur berdasarkan indikator

persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaar dan anggaran

yang ditindaklanjuti. lndikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama

(lKU) dan telah mencapai 100%' Hal ini terlihat da-ri hasil reviu RKAKL

pagu anggaran yang telah dilaksanakan di tanggal 23-25 September

2019, dimana seluruh rekomendasi yang tercantum dalam CHR telah

ditindaldanjuti oleh satuan ke{'a;

B. Perspektf Proses Blsris Iaterlal- 
". 

f"iot"rrgg*anya Pengendalial Pelaksanaan Pengawasar Intemal

yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kinerja Persentase

Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Program Keda Pengawasan

Tahunan(PKPI) telah tercapai sebesar 797" dari target 72o/o' lndikator

ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan

PKP-Iyang telah disusun. Adanya penyimpangan dari PKPI antara lain

karena adanYa penugasan lain dari pimpinan maupun adalya proses

revisi anggaran;

b.Terselenggaralya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan lnternal

yang Efektif yang diukur berdasarkan indikator kine{a Persentase

Pelaksanaan Penugasan Dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi

Standar Mutu Pengawasan. Indikator ini telah tercapai 10070 dari target

85%. Hal ini diukur dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan

sesuai dengan standar mutu pengawasan yang dirangkum dalam kartu

kendali mutu;

C. Perspektif Kelenbagaan

a. Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang

kegiatan pengawasan yang mudah diakses dengan indikator kinerja

Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang berbasis IT' lndikator ini

telahtercapaidengancapaianl33%.Dimanaperhitungannya
berdasarkan pelaksanaan audit di Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE'

BPIPI dan Pelaksanaan Reviu

LK/BMNSemesterIITA2ol8danSemesterITA2019padaDitjen
ILMATE dan Ditjen IKMA, Pengawalan Triwulanan' Monitoring dan

EvaluasiSPIP,danReviuRl(AKLyangdata-datapengawasannya
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diambil/ diunduh dari aplikasi berbasis IT' antara lain data realisasi

anggaran yang berasal dari aplikasi E-mon' data pengadaan dari LPSE'

pelaksanaan kegiatan dari ALKI dan capaian kinerja dari Monev Perkin

b. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dalam Lingkup Pengawasan

Internal dengan indikator kinerja Nilai SAKIP lnspektorat Jenderal'

tida-k memenuhi target yang ditetapkan (AA)' Berdasarkan hasil

evaluasi nilai SAKIP lnspektorat Jenderal sebesar 81'96 (A);

c. Tersedianya bahal informasi pengawasal dalam rangka menunjarg

kegiatan pengawasan yang mudah diakses dengan indikator kinerja

Persentase Pelaksanaan Pengawasan yang berbasis IT' Indikator ini

telal tercapai dengan capaian 133y"' Dimana perhitungannya

berdasarkan pelaksanaan audit di Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE'

BPIPI dan pelal<sanaan Reviu LK/BMN Semester 11 TA 2018 dan

Semester I TA 2019 pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA' Pengawa'lan

Triwulanan, Monitoring dan Evaluasi SPIP' dan Reviu RKA KL yang

data-data pengawasannya diambil/ diunduh dari aplikasi berbasis lT'

antalalaindatarealisasianggaranyangberasa]dariaplikasiE-mon,

data pengadaan dari LPSE, pelaksanaan kegiatan da-ri ALKI dan

caPalan kine{a dari Monev Perkin

d.TerwujudnyaBirokrasiyangEfektifdalamLingkupPengawasan
Internal dengan indikator kinerja Nilai SAK1P Inspektorat Jenderal'

tidak memenuhi target yang ditetapkan (AA)' Berdasarkan hasil

evaluasi nilai SAKIP lnspektorat Jenderal sebesar 81'96 (A);

Programdankegiatantersebutdiatasmerupakanpenjabarandari
programprioritas Kementerian Perindustrian' konhak kinerja lnspektur

ll, dan program prioritas Inspektorat II' Untuk mengukur tingkat

keberhasilan da'ri pelaksanaanprograrn dan kegiatan' di dalam Renstra

KementerianPerindustrianjugatelahditetapkansasaran.Sasa-ral
strategis beserta indikator kinerja

utama (lKU) yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran

strategis.

EVALUASI PEI,AKSANAAN PENGAWASAN INTERI{AL INSPEKTORAT

$ 2(J2.4

Berdasa-rkan hasil pengukuran kineda lnspektorat II' secara umum

dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:

II

A. Pemal.glu KePentlagan
t;;r;ffi;;lerwutudnva efektifltas dan efisiensi pela-ksanaan program

Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan ke{a cakupan

tugas lnspektorat Il target 2'87o' realisasi capaian kinerjanya pada

triwulan IV senilai O,157o dengan Realisasi Anggaran Kementerian
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Perindustrian sebesar Rp, 3.368.036.653.338,- dan Nilai temuan

pemeriksaan BPK sebesar Rp. 4.967.582.710,63,- Sehingga capaian

realisasi kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember)

adalah 100%.

2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat

ditindallanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II target 57o, realisasi

capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan

pengawasan internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Direktorat

Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) yang

berjumlah 10 temuan dan 11 Rekomendasi dan Hasil Audit pada

Direktorat Jenderal Industri l,ogam, Mesin, Alat Transportasi dan

Elektronika yang berjumlah 17 temuan dan 18 Rekomendasi jumlah

temuan yang tidal dapat ditindaklanjuti (cacat temuan) sampai dengan

triwulan IV adalah 0% ( Nol Persen) Sehingga capaian realisasi kinerjanya

sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 1OO7o

3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

dengan target 8o7o,pada Triwulan IV tidak terdapat konsultasi dan/ atau

pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat II berkadar

pengawaszrn, realisasi capaian kine{anya pada Triwulan lv (Janua'ri-

Desember) adalah 100%.

4.RekomendasiHasilpengawasaninternalyangditindaklanjutiolehSatker

ca-kupan tugas Inspektorat II dengan target 9lo/o, terjadi pelambatan

penyelesaian rekomendasi hasil pengawasaa oleh satker dan kegiatan

FGD Tindak Lanjut Pengawasan direvisi untuk penghematan (setelah

penyesuaian

kine{anya

angga,ran dikarenakan Covid 19 ), realisasi capaian

pada Triwulal IV dapat diukur berdasarkan kegiatan

pengawasai internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Ditjen

IKMA yang be{umlah 10 temuan dengan jumlah rekomendasi perbaikan

sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti, tetapi belum sesuai

rekomendasi dal Hasil Audit pada Direktorat Jendera.l Industri Logam'

Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang be{umiah 17 temuan dan

18 Rekomendasi telah ditindaklanjuti 2 tetapi belum sesuai rekomendasi'

Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV

(Januari-Desember) adalah 48,i5% (13 da-ri 27 Temuan)'

Sasaran Prograrn Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas

lnspektorat II de ngan target 72yo, Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal

IKMA 3,8 dan Direktorat Jenderal ILMATE adalah 3 
'6400/" 

(Target Nilai

Maturitas 3,6). Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai dengan

Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%'
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pelaksanaan penga.wasan target 757o, realisasi capaian kinerjanya sampa'r

dengan Triwulan IV (Janua-ri-Desember) adalah 97'27o stakeholder

menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan

staldar pengawasan. Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai

dengan Triwulan ry (Januari-Desember) adalah 100%'

2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan

target 760/o, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur

berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan

dengan mengguna-kan bantuan lima aplikasi berbasis komputer yaitu

aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA' SAS' Buku l(as Bendahara' dan RKA-K/L'

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang teiah selesai dan memenuhi

kriteria tersebut pada triwulan IV adalah audit BMDTP ( I dari 3 kegiatan

audit)realisasiadalah33,33%.Sehinggacapaiairealisasikinerjanya
sampai denga! Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100% (Dad 3

kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat lI yaitu Audit pada

Ditjen IKMA, Audit pada Ditjen ILMATE dan Audit BMDTP pada Ditjen

ILMATE dan Ditjen IKMA)'

B. Perspelrtlf Proses Blsnls l[tcrnal-il;; 
Program Terselengga-ranya Pengawasan Interna-l Yang Efektif dengan

indikator kinerja:

l. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasai dengan standar

C. Perspektlf Kelembagaaa

Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang

Efektif dan Efisien dengan indikator kine{a:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT adalah TOYo'

realisasi capaia! kinerjanya pada Triwulan lV dapat diukur berdasarkan

kegiatan pengawasan intemal yang sudah selesai dengan PKPT yang telah

disusun. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan

PKPI (kesesuaian Surat Tugas den gan+ l- 14 hari dari jadwal yang tertera

di PKP[), PKPI Inspektorat 11 pada Triwulan IV tedadi perubahan pola

kerja dari work from office (WFO) ke work from home (WFH) sehingga

Program Keda Pengawasan Tahunan ( PKPT) dilakukan Revisi I dan I1

dampak dari pandemic Virus Corona' Kegiatan pada Triwulan IV (Oktober

sampai dengan Desember) adalah Pengawalan Program Pemulihan

Ekonomi Nasional (Program PEN) pada Direktorat Jenderal ILMATE dan

Direktorat Jenderal IKMA' darl Audit BMDTP pada Direktorat Jendera-l

ILMATE,CapaianRealisasiKinedatriwulanlV(Oktober-Desember)
adalah 8,7 yo \2 dan23 kegiatan pengawasan Inspektorat U) sedangkan

capaian realisasi sampai dengan Triwulai IV ( Januari-Desember) adalah

78,260/o (18 dari 23 Jenis kegiatan lnspektorat 1I dalam PKPI)'
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2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

dengan target 807o, realisasi capaian kineq'anya pada Triwulan IV dapat

diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran

pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Kegiatan

yang telah dilaksanakan pada lnspektorat Il yaitu : Reviu LK/BMN BPIP1

semester I, Reviu LK/BMN IKMA Semester I, Penyelesaian HIBAH BMN,

Reviu LK/BMN ILMATE Semester I, Reviu Pagu anggaran Ditjen IKMA TA

2021, Evaluasi Program wuB Dana Dekonsentrasi, cek Fisik atas BMN

Ditjen ILMATE, Pengawalan Program Pemulihan Bkonomi Nasional

(Program PEN) pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal

IKMA, dan Audit BMDTP pada Direktorat Jenderal ILMATE Sehingga

capaian realisasi kinerjanya padaTriwulan IV {Januari -Desember) adalah

100% (Pemeranan penugasan auditor sesuai dengan sertifikasi dan

jabatannya maupun tugas limpah ke atas ataupun kebawah 1 tingkat dari

jabatan, maka dianggaP sesuai)'

C. POTENSI DAt{ PERMASALAHAN

Potensi yang ada pada Inspektorat Il dapat dilihat pada taLrle berikut:

Kelemahanyangadapadalnspektoratlldapatdipetakansebagaiberikut:

Peluang

konsultatif dan Pembinaan

Kerja)

2. SPIP dan Zona Integritas

mendorong Peningkatan fu

Inspektorat Jenderal

3. Pemberantasan KKN

pemerintah Yang konsisten

berkelanjutan.

4. Kerjasama dengan Pihak-

terkait Yang menunjang

pengawasan

1. Respon Positif terhadap KinerjSDM APIP adalah sumber D

yang terdidik dan terseleksi'

2. Internal Audit CaPabilitY

mencapai level2

3. Struktur organisasi

mendukung Pelaksanaan

pokok dan fungsi

4. Peraturan Perundang-u

dan prosedur Pengawasan

dinamis dan memadai.

5. Sistem manajemen mutu

9001:2008)

6. Regenerasi Auditor

1

TantanganKelemahan

t4

Inspektorat Jenderal dalam .ungh]

meningkatkan hubunSanl

pengawasan Yang bersifat

Nn*1

Kekuatan



1. Stakeholder belum

memahamisepenuhnya visi,

dan ParadigmaPe ngawasan

pembenahan penganggaran

pelaksanaan program se

pengawasan hanya

sebagai formalitas kegiatan.

Reward and Pu

terhadap kinerja SD

pengawasan tidak se

dengan tugas dan tanggung

SPIPPeranan

1. Peran Pengawasan sampai saat

masih didominasi sebagai

assurance, belum pada

konsultasi

Transfer Knowledge Auditor

Calon Auditor tidak Merata

Terbatasnya ketersediaan

Auditor untuk mengem

Kompetensi

Berdasarkan Analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas

maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut :

l. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan

transfer knowledge lebih efektif;

Z. Mengekfektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif

terhadap fungsi Pengawasan;

3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitaskinerja

pemerintah;

4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi,misi

dan paradigma Pengawasan ;

5. Mengefekti{kan peran auditor dalam mendorong impelementasi SPIP dan

pelaksanaan Zona Integritas;

6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sa-rara konsultasi dan

pengawalan terhadap program pembangunan indu stri;

7. Mengefektilkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas

pelaksaaan program sejak dari perencanaan;

g. Mengembangkan kompetensi sDM APIP untuk peningkatan jasa layanan

konsultasi, ketaatan, elisien, efektif dan ekonomis;

9 perencanaan audit berbasis risiko yang dilaksanakan pada skalaprioritas

berisiko tinggi.

10. Mengembangkan kebUakan, sistem dan prosedur pengawasan'

ll. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari

komponen tim manajemen Kementrian Perindu stria
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A. Vlsi

lingkungan
mengawal t

lnspektorat lI sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian

mempunyai Visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian' dimana

VisiKementerianPerindustrianditetapkansamadenganViSiPresiden

dan Wakil Presiden Republiklndonesia, yaitu:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat' Mandiri' dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong:

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah

mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan

dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan

peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga keda mela-lui

penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan

ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju

lainnya. Pemanfaatan teknologi dimalsudkan dapat mengelola sumber

daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPIEK yang

inovatif melalui implem entasi Making Indonesia 4'O untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata'

Mist

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat I1 sama dengan misi yang

diembal oleh Kementrian Perindustrian maupun Misi Presiden dan

Wakil Presiden Yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Stuktur ekonomi yang produktif' mandiri' dan berdava saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi'

bermartabat, darterPercaYa;

7. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi'

bermattabat, danterPercaYa;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih' efektif' dan terpercaya;

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan'

Inspektorat II sebagai Apa.rat Pengawasan Intern Pemerintah di

Kementerian Perindustrian berkewajibal untuk dapat

B

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

ercapainya Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden di sektor
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industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas quality

assurance, consulting partner, serta anti-corruption activity.

Untuk mendukung Visi Misi tersebut, Kegiatan yang dila-ksanakan

Inspektorat II sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:

a. Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;

b. Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;

c. Audit Khusus;

2. Layanan Reviu Inspektorat 11 :

a. Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspekorat II pada Semester I dan
Semester II;

b. Reviu Perencanaan Angga,ran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal

danDekonsentrasi;

c. Reviu PIPK

3. Layanan Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:

a. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kineq'a Instansi

Pemerintah(SAKIP);

b. Monitoring dan Evaluasi:

4. Consulting dan Pengawalan

a. Pengawalan penyelesaian hibah BMN;

b. Pengawalan kegiatan Prioritas;

5. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;

6, Pen5msunan Dokumen Penganggaran dar} Akuntabilitas Inspeldorat II.

C. TuJuaa

Tu.iuan dari pelaksanaan pengawasan intemal di lingkungan

Kementerian Perindustrian selaras dengar Tujual Kementefian

Perindustrian, yaitu Tercapainya Pengawasan Intemal yang Efektif dan

Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam
Perekonomian Nasional' yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaial tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian
Perindustrian;

2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di
lingkungaa Kementerian perindustrian;

3' Mampu memerihara dan meningkatkan kualitas tata kelora
penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian
Pedndustrian.

Dari serangkaian visi dan misi yang diemban oleh Inspektorat5 tahun kedepan Inspektorat II mempunyai tujuan
II dalarn
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"Tercapalnya peran pemberl Jasa konsultaei dar Pederln mutu

tegiatan dibidatrg lrdustrl Frg Efeltlf dan Efisier" sebagai unit kerja

yang mempunyal tugas pokok dan fungsi utama pengawasai dengan

Indikator Kine{a Tujuan "terlaksananya keglatatr Pelgawasatr melalul

pelayanan c,osultirtg da;n assul.olnce pada unlt kerja cekuParr tugas

Ilrspektorat II'
Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam

kurun wattu 5 (lima) tahr- n sebagai ukuran keberhasilan

Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :
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D. Sasaran Strategls

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut,

diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-

sasarar strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku

kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran

Orgaaisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Inspektorat II untuk periode tahun 2O2O - 2024 juga merupakan

turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra

Kementerian Perindu strian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang

efektif dan efisien.

Adapun peta strategi Inspektorat II dilihat dari perspektif pemangku

kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan

sebagai berikut:

Peta Strategi larPelrtorat tI

SP2
Tmriudrre Tats Xelola
Purintehmfrrf baik

sP1
Tasr4iudrye Efdciftas'1"

E6siciRelrkrru
kolru,l-1.- Kroctriu

Feriu&rstrirn

Tuselz4grruryr
PengBM Istersllug

CD?

dtktif

spt
TmfiudqreSiistln

Prrrrrrst lntradfrrg
cfrl*ife-- E6sie
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l. Perspektlf Pemargku Kepenthga! (s'td,kel?o6er PresPec&E)

. Sasaral Strategis 1: Terwujudnya keefektifan dan Efisiensi

Pelaksanaan Program Pengembangan Industri pada cakupan tugas

lnspeldorat II yaitu:

1) Batas Toleransi temuan material pengawasan ekstemal pada

satuan kerja cangkupan tugas *)lKU

2) Mal<simum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat

ditindaklanjuti sesuai cangkupan tugas lnspektorat ll.

3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasanditindaklanjuti;

4) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti

oleh satker cangkupan tugas Inspektorat II)IKU

o Sasatal Strategis 2: Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang

baik:

1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian

Perindustrian *)lKU

2. Percpekif Proses Blelis Interral ptrtental Proc*s percpecllrn)

Sasa,ran Strategis: Terselenggaranya Pengawasan lnternal yang Efektif:

1) Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar

pelaksanaan pengawasan

2) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer(TABK).

Sasaran Strategis 4 yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Pemanfaatan

Barang dan Jasa Dalam Negeri', dengan indikator kineda: Persentase

Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan

Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal (IKU).

3. Perspeklf PembelaJaraa Orgaaisasl (Iaan and G'tutth
PersgectitJ€,

. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem manajemen pengawasarl

interna-l yang efektif dan ehsien:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasa'n dengan PKPI

2. Tingkat Kesesuaial penugasan SDM pengawasan sesuaidengan

perannya.
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Upaya-upaya sistematis yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan

merupakan strategi pengawasan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuart

pengawasan dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Untuk mengukur keberhasilan dan informasi kineqia Inspektorat Jenderal

dapat digamba-rkan melalui bagan sebagai berikut:

+*

+
**

f PROGRAM

uutput
eselon I

Output
eselon I

2)

VISI

KEG1ATAN

MISI

OUTPUT
ESELON II

TUJUAN/SASARAN
PENGAWASAN

STRATEGI

OUTPUT
ESDLON II

OUTPUT
ESELON N

OUTPTJT
ESELON I

outcome/
sasaran
strategis



E ladi&ator KlnGrJa Utama
Dalam Rangka mencapai keberhasilan tugas dan fungsi sesuai

dengan Rencana Strategis, dan untuk mengukur keberhasilan capaian

sasaran program/kegiatan diperlukan indikator yang menjadi ukuran

tercapainya suatu sasaran program dan kegiatan. Untuk

menggambarkan keberhasilal tersebut diperlukan suatu metode atau

teknis pengukuran yang tepat dan logis sehingga gambaran keberhasilan

suatu sasaran dapat diterima dan benar-benar menggambarkal hasil

yang tepat dan sejalan dengan cita-cita Inspektorat Jenderal sebagai

penjamin mutu pelaksanaan kegiatan pemerintahan bidang industri.

Indikator keberhasilan terbagi d am2 (dua)jenis, yaitu:

1. Indikator Kinerja Utama (lKU)

Indikator yang menjadi gambaran kinerja dalam rangka mendukung

kinerja Kementerian Perindustrian.

2. Indikator Kine{a (lK)

lndikator yang menjadi kine{a dalam ralgka mendukung pelaksanaan

program Inspektorat Jenderal yang berupa keluaran /hasil yang

diciptakan.

Iadlketor KlnerJa Utama IIKUI Inspel(orat II pada Sasaran

Strategis Yaitu :

1. Batas toleransi temuan material pengawasan external pada

satuanke{a cangkupan tugas. *)lKU

2. Rekomendasi hasil pengawasan intemal yang ditindaklanjuti

olehsatker cangkupan tugas lnspektorat II *)lKU

3. Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kemenperin. *)lKU

4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam

pengadaan barang dan jasa lnspektorat Jenderal dengan (lKU)
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Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2O2O - 2024

325 "., 
(325
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I Tingkat Kesesuaian

pelaksanaan pengawasan
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dengan PKPI
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BAB ItI
ARAII I(EBIJAIIAN, STRATEGI,

KERANGKA REGUI.ASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Areh KebiJakan

Arah Kebij akan Pengawasan Intern Kementerian

Perindustrian adalah:

'Tereapalnya Target Kementerlan Perlndustrias Sesrrai

RIPIN, RPJMN, serta R.encaa,a Strategis"

B. Sasaran KebtJakan

Sasaran Kebij akan Pengawasan Interfl Kementerian

Perindustrian Tal.un 2022 betd'asarkan Arah Kebijakan

difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

7. Program Prioritas Nasional;

2. Program Prioritas Kementerian Perindustrian;

3. Efeldivitas irnplementasi rnanajernen risiko dalalrr

pelaksanaan prograrn I kegiatan; dan

4. Reformasi birokrasi di ling[<ungan Kementerian
Perindustrian.

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat

merealisasikan cita-citaluhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab

tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu

mengatasi dampak krisis frnansial global yangterjadi saat ini. Kebijakan

Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2018) disusun dengan

menggunakanpendekatanklasterindustridankompetensiintiindustri

daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan'

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode

tahun2020_2o24,KementerianPerindustriantelahmelaksanakan
serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada

Kebijakan Industri Nasional 2O2O-2O24 danRPJMN 2O2O-2O24' Program

dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian
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Perindustrian selama periode tah:urr 2020-2O24 ad,aJah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;

3. Program Riset dan lnovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;

Selain itu, Kontrak Kinerja Menteri Perindustrian RI 2020 - 2024 yang

perlu mendapat pengawalan dalam pencapaiannya, antara lain adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran sektor Industri dalam Perekonomian Nasional

2. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non
migas

3. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

4. Meningkatnya kemampuan Industri dalam Negeri

5. Meningkatnya penguasaan pasar Industri

6. Penguatan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah (lKM)

7. Meningkatkan Persebaran Industri

8. Efektivitas regulasi di bidang industri yang diterapkan

9. Terselenggaranya umsan pemerintahan di bidang perindustrian yang

berdayasaing dan berkelanjutanTercapainya pengawasan internal yang

efektif dan efisien.

Memperhatikan sasaran kineqia dal kontrak kine4'a tersebut diatas, maka

Kementerian Perindustrian menetapkan arah kebijakan dalam Rencana

Strategis pengembangan industri mencakup beberapa hal pokok sebagai

berikut:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri

2. Kebijalan pengembangan sarana dan prasarana industri

3. Kebijalan Pembe rdayaan industri.

4. Kebiiakan pengembangan perwilayahan industri

5. Kebijakan fasilitas frskal dan nonfiscal

6. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

Untuk mewujudkan rencana strategis tersebut, telah ditetapkan proses

yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kementrian Perindustrian dan dikelompokkan ke dalam :
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1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perindustrian;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebljakan dibidang perindustrian;

3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

4. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasidi Lingkungan Kementerian Perindustrian;

5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Lingkungan

KementerianPerind u strian ;

6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabKementerian Perindustrian.

Sebagai unsur penunjang dan pengawas internal Kementerian

Perindustrian,Inspektorat Jenderal dituntut untuk mengawal pencapaian

sasaran strategis Kementerian Perindustrian tersebut dan menjamin

bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian berjalan sesuai

dengan aturan yang berlaku. Untuk itu telah disusun kebijakan dan

strategi pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

C. Strategi Pengawasan

Dalam rangl<a pelaksanaan kebijakan pengau/asan dan pencapaian

sasaran yangtelah ditetapkan, maka ditetapkan strategi pengawasan

sebagai berikut:

1. Strategl Pokok

Penyelenggaraan pengawasan mengutamakan pengawasan preventif

dan preemtif dengan fokus pembinaan, advokasi' pendampingan' dan

pengendalianpadasetiaptahapankegiatanmelaluiefektifitasproses

tata kelola yang baik (good govemance processes) da.rl manajemen

risiko (risk management), dengan focus :

a) Meningkatkan kualitas pengawas€rn dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi auditi sesuai dengan kebiiakan' program' kegiatan dan

sasaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan

perundalg-undangan;

b) Meningkatkan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Pembangunan industri nasional;
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c) Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan;

d) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan

seluruhaparat pengawasan;

e) Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi aparat
pengawasan;

f) Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Kementerian

Perindustrian;

g) Menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

2. Strategi Operaslond

Dalam penyelenggaraan p€ngawasan, dilaksanakan strategi

operasional sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan preventif dengan membangun kesadaran

dan kompetensi SDM untuk mencegah timbulnya motal hezand,

melalui sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan,

peningkatan kemampuan SDM (capacity building dan character

building) serta pelaksanaan inspeksi mendadak(sidak). Melalukan

pengawasan preventif dengan membangun norrna' standard,

prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan kegiatan dan langkah

antisipasinya melalui early warning system, survey, penyusunan

juklak, juloris, SOP, standar kineqja berbasis KPI danproduktifitas,

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik,

yarrg antara lain diimplementasikan dalam pembentukan dan

pemberdayaan Unit layanan Pengadaan (ULP), Sistem

Pengendalian Intern (SPI) Keuangan dan Program, PenilaianKinerja

berbasis KPI dan produldifrtas, Klinik Itjen, serta advokasi

pelaksanaan kegiatan.

b. Melakukan Pengawasan Represif untuk menjamin pelaksanaan

kegiatan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku, yang

dilaksanakan melalui pengawasan dan pemeriksaan unit keda

meliputi audit kinerja, review, monev pelaksanaan KIN (Peta

Panduan)

evaluasi kebijakan, tindak lanjut hasil audit, serta dilaksanakan
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melalui pemeriksaan khusus meliputi audit resiko, audit aduan

masyarakat, verifikasi hasil audit eksternal dan audit untuk tujuan

tertentu.

D. Program dan Kegtatan Pengawasan

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti

diuraikan di atas, dilaksanakan berbagai kegiatan pengawas€rn secara

berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara

PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman

penlusunan Renstra K/L 2O2O - 2024, maka program yang melingkupi

kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

adalah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

KementerianPerindustrial.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Perindustrian bertujuan untuk menjamin agax

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yangefektif,

efisien, trasnparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta

mewujudkan Good Govemance dan Clean Government, dengan

indikatorkeberhasilan program (IKU).

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan pada
Inspektorat 1l berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:

a. Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;

b. Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;

c. Audit Khusus;

2. Laya;lanr Reviu InsPektorat II :

a. Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspekorat II pada Semester I dan
Semester II;

b. Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat,

Vertikal danDekonsentrasi;

c. Reviu PIPK

3. tayanan Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:
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a. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kineq'a Instansi

Pemerintah(SAKIP);

b. Monitoring dan Evaluasi;

4. Consulting dan Pengawalan

a. Pengawalan penyelesaian hibah BMN;

b. Pengawalan kegiatan Prioritas;

5. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;

6. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat

II.

Kegiataninibertujuarruntukmewujudkanefektifrtas,efisiensidan
akuntabilitas pelaksanaan tugas unit kerja dalam mewujudkan

sasaran kinerja yang telahditetapkan oleh Unit Kerja dalam cakupan

tugas Inspeldorat II yang meliputi:

Direktorat Jenderal Industri lrgam, Mesin, Alat Transportasi' dan

Elektronika (Ditjen ILMATE), Direktorat Jenderal Industri Kecil'

Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)' Unit Vertikal Balai' yaitu Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIP! Sidoarjo; dan

Dinas/ Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi

(Dekonsentrasi) 34 Provinsi seluruh Indonesia

Sasaran Kegiatan ini adalah :

l.Terl,aksananya Pengawasan kinerja

pusat/vertikal, dekonsentrasi dan tugas

cakupan tugas Inspektorat II, dengan indikator kinerja kegiatan

(IKK) laporan hasil pengawasan kinerja'

2. Terliaksananya Pengawasan/ Pemeriksaan khusus dalam cakupan

tugas Inspektorat II, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) laporan

hasil Pengawasan/ Pemeriksaan khusus'

3. Terlalsananya Reviu Laporan Keuangan/BMN dan PIPK unit kerja

pada unit/Satker

pembantual dalam

Pusat/Vertikal dalam cakuPan

indikator kinerja kegiatan (IKK)

tugas Inspektorat II

laporan hasil Reviu

dengan

Laporan

Keuangan/BMN dan PIPK unit kerja Pusat/Vertikal'

4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi tata Kelola dan kebijakan

Industri daLam cakupan tugas Inspektorat II' dengan ouput kegiatan
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adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi tata Kelola dan

kebijakan Industri.

5. Terlaksananya Consulting dan Pengawalan penyelesaian hibah BMN

dan Program Prioritas, cakupan tugas Inspektorat II, dengan

indikator kinerja kegiatan [KK) Laporan

Evaluasi/ Pemantauan/Audit Pelaksanaan Program

Prioritas/ Kegiatan Aktual Bidang Industri.

6.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan

Pengawasan Inspektorat II, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK)

Laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II .

E. Pelalrsaraaaa Peogawasan

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian akan

dilakukan sej ak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan

tahap pelaporarr/pasca pelaksanaan kegiatan rrrelalui

kegiatan pengawasan bersifat assurance dan corsulting.

Pelaksanaan pengawasan intern pada tahap

perencanaandan pelaksanaan kegiatan dilakukan

melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu
(Assurance) maupurr mitra konsultasi (Cort'sulting

Pantner). Sedangkan pada tahap pelaporan/pasca

pelaksanaan kegiatan, pengawasarr dilakukan melalui

peran APIP sebagai penj amin rnutu(Assfiance}

Preventit Pasca kegiatan

Pelaksanaan
(Proses)

Hasil
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Hasil pengawasarr yang diharapkan dengan adanya Kebljakan

Pengawasan Intern ini adalah sebagai berikut:

1. tercapainya sasaran kinerja kementerian;

2. rranajemen risiko yang memadai;

3. kepatuhan terhadap perundang-undangan;

4. keandalan pelaporan keuangan;

5. tata kelola pemerintah yang batk (good gouetnancel; da:it

6. koordinasi dan sinergitas sesama prograrr unit Eselon
I.

F. Dukungan Pengawaean

Agar pelaksana.rn pengawasan dapat terlaksana secara

efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kalrabilitas

APIP melalui peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM,

praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja,

budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata

kelola.

Untuk tahun 2022, dttkrtngan pengawasan dilakukan

dengan uruta.rr prioritas sebagai berikut:

1. dukungan oPerasional dan gaji;

2. p engembangan SDM Pengawasan;
3. peningkatan level Intental Audit Capabilitg Model (IACM);

4. Pengelolaan data dan informasi pengawasan;

5. keleng!<apan organisasi perrgawasan internal;

6. keikutsertaan agenda Asosiasi Auditor Intern

Pemerintah Indonesia (AAIPI) ;

7. penyediaan sara-na dan prasarana;

8. pengemba-ngan Sistem Informasi Pengawasan (SIP);

dan

9. dukungan manaj ernen lainnYa'
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G. Perau Unit KerJa

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Perindu strian, unit Eselon I
memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya

bertanggungiawab terhadap penerapEul tata kelola yang

baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam

menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-

masing dan memberdayakan satuan tugas SPIP di
lingkungan unit kerj anya;

2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:

a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;

b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan

sistem pengendalian intern; dan

c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan bpk dan/atau pengawasan bpkp.

3. Menyajikan dan/ atau mernberikan akses terhadap data,

informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset

negara (BMN), aset p egawai / pej abat jika ada kaitan

dengan verifikasi LHKASN dengan kewenangan dan

memperhatikan ketentuan peratlrran perundang-

undangan;
4. Memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis; dan

Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern '
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kebijakan pengawasan

LHA J J 3 3 J a

IKO

1.3

Jumlah Laporan Audit dana

dekonsentrasi yang menjadi obYek

layanan audit

Indikator dapat dicapai

melalui aktifitas:

INDII{ATOR KINER^'A

INSPEKTORAT II TAHUN 2O2O _ 2024
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dana

Perindustrian Wilayah

cakupao tugas Inspektorat II

LHA 8 L6 34 34 34 t

IKO

L.4

Jurntah penugasan audit

tuju.r, tertentu

I Irrdik"ro, dapat dicapai

lmelalui 
aktifitas:

lAudit Khusus pada

llnspektorat 
II

LHA 1 1 1 1 1 I

) Layanan Reviu

Inspektorat II

laporan hasil reviu

dan BMN satuan kerja

cakupan tugas InsPektorat II

(Output di RKA-KL) IKO

2.1

I Indik"tor dapat dicapai

lmerarui 
aktifitas:

ln.r.i,
l"**
1,.,r."

Laporan keuangan

satuan keq'a cakt

Inspektorat iI

LHR 6 6 6 5 6 I

IKO

co
Jumlah laporan hasil reviu RKA-K/L

satuan kerja sesuai cakuPan

Inspektorat II

I Indik.to, dapat dicapai

lmelalui aktifitas:

Rencana kerja

. satuan k"rj

tugas Inspektorat II

LHR 4 + + 4 4 T
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Jumlah laporan hasil reviu PIPK

satuan kerja sesuai cakuPan tugas

Inspektorat II

Indikator dapat dicapai

melalui aktifrtas:

Reviu Rencana kerja dan

anggaran satuan kerja

cakupan tugas InsPektorat II

LHR J ? 3 3 J I

3 Layanan Monitoring

dan Evaluasi CakuPan

Tugas Inspektorat II

(Output di RKA-KL) IKO

3.1

Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP

satuan kerja cakuPan tugas

Inspektorat II

Indikator dapat dicaPai

melalui al<tifitas:

Monitoring dan Evaluasi

SAKIP satuan kerja cakuPan

tugas Inspektorat II

LHE 2 o ) ) 2 t

IKO

3.2

Jumlah laporan hasil

kebijakan

atau tata kelola

satuan kerja cakuPan tugas

Inspektorat II

Indikator dapat dicapai

melalui aktifitas:

Monitoring dan Evaluasi

kebijakan industri dan tata

kelola kepemerintahan sesuai

kebijakan pengawasan

LHE 1 1 1 !
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4 Layanan Manajemen

Pen gawasan InsPektorat

II

(Output di RKA-KL) IKO

4-l
layanan manajemen

kinerja Inspektorat II

Indikator dapat dicaPai

melalui aktifitas:

Pelayanan manajemen kinerj a

Pengawasan

Inspektorat II

Bulan

Layanan

t2 t2 t2 10 t2 T

IKO

4.2

Prosentase pelaksanaan kinerj a

Inspektorat II sesuai dengan standar

Indikator dapat dicaPai

melalui aktifitas:

Koordinasi dan konsultasi

internal/ eksternal

Inspektorat II

Persen 90 90 90 90 90 I

) Dokumen

Penganggaran

akuntabilitas

Inspektorat II

dan

(output di RKA-KL) IKO

5.r

Tersusunnya dokumen akuntabilitas

Inspektorat II

Dokumen 7 7 7 7 7 I

Indikator dapat dicapai

melalui aktifitas:

Penlrusunan dokumen

rencana kerja dan anggaran

Inspektorat II
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Penyusunan dokumen

evaluasi dan akuntabilitas

pelaksanaan prograrn

Inspektorat II
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BAB IV

TARGET KINER.'A DAN KERAITGI(A PENDANAAIT

A. Target Kinerja
1. Inditator KinerJa Sasaran Strategis

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk

tahun 2O2O-2O24, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan program

dan kegiatan sesuai dengan arah kebdakan dan strategi Inspektorat

Jenderal yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi

Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan

merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impactl dari

satu atau beberapa program. Indikator Kineda Sasaran Strategis

Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis Inspektorat ll2O2O-2O24

Strrkerrolde r s P erslpcttue

TerrmrJudlya efektlvitss
Perlndustriaa

trrogram Kementerlandaa eflsiensl Pel,aksanaanss1

t,2 1 Ir I, Ir
11, Ir III,

Ir IV,

Set

Itjen

1,5 1,4 1,3Persen1 Bata.s toleransi temuan
material pengawasan
ekstemal ")IKU

4 Ir l, Ir
II, IT III,

Ir IV,

Set

Itjen

6Persen 10o
hasil pengawasan Yang
tidak daPat
ditindaklanjuti

Maksimum rekomendasi

95 100 lr 1, lr
II, IT III,

Ir IV,

Set

Itjen

85 90Persen 80J Pengaduan masYarakat
berkadar pengawasan
ditindaklanjuti

92,5 93 1r I, Ir
II, Ir III,

Ir IV,

91,5 92Persen 914 Rekomendasi hasil
pengawasan internal telah
ditindaklanjuti oleh satker
(sesuai dengan rencana
aksi Yang telah
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ditetapkan) *)lKU Set

Itjen

SS2 TerunrJudnya Tata Kelola Pemerintahan yatrg Bd&

2 Indeks penerapan
manajemen risiko (MRI)
Kementerian
Perindustrian *)IKU

Level J J J 4 4 Ir I, Ir
Il, Ir lII,
Ir IV,
Set
Itjen

Intcrnal Ptp ce s s P er$t ecthp

ss3 Terselenggaranya Pengawalan Intetnal Yang Efektlf
1 Tingkat kesesuaian

Pelaksanaan pengawasan
dengan standar
pelaksanaan pengawasan

Persen 75 75 80 80 85 Ir I, Ir
II, IT III,
ir IV,
Set
Itien

J Penerapan TABK (Teknik
Audit Berbasis Komputer)

Persen 76 7A 79 80 Ir 1, Ir
2, Ir 3,
Ir4

ss4 teoingkataya Pemanfaatan Industrl barang Jasa Ddem Nogerl

1 Persentase Nilai Capaian
Penggunaan Produk
Dalam Negeri dalam
Pengadaan Barang dan
Jasa Inspektorat Jenderal
*)IKU

Persen 75 80 85 90 Ir I, Ir
II, IT III,
Ir IV,
Set
Itjen

I*anr And Gitptttth Per'sPectlae

ss7 @ Pengawasaa Iatorad yang Efekttfden Eflslen

1 Tingkat Kesesuaian
Pelaksanaan Pengawasan
dengan PKPT

Persen 70 80 90 100 100 Ir I, lr
II, Ir III,
Ir IV,
Set

Tingkat kesesuaian
penugasan sDM
pengawaszrn sesuai
dengan perannya

Persen 80 90 100 100 100 Ir I, Ir
II, IT III,
Ir IV

2. Indikator KiaerJa Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang

mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program.

Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk

mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang

mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga

merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian

kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian

perindustrian. Pada Renstra Inspektorat Jenderal 2O2O-2O24 telah

-44-



ditetapkan tujuan, sasar€ul strategis, indikator kinerja serta target

dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja

program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit

Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.
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UATRIK I{INER.,A dAN ANGGARAN RENSTRA II{SPEI(TORAT I ?N2O'2O24

Program/
Kegtatan

Sagaran Strategls I
Sasaran Program I
Sasarar Keglatan I
IKU / IK

Satuaa

Targot Awal Target Baru Target Baru
Untt
Organlcarl
Polakrana2020 2o21 20.22 2025 2024 20.20 2o2t 2022 2023 20.24 20.20 2o.21 20.22 20.23 2024

INSPEKTORAT JET{DERAL

Pengawaran
Inrpoktorst II

Program

Pengembaagal Industri

sKl TerwuJudaya Keefektlfan Keeflrlenan Program KerJa Unlt KorJa Cakupan Tugas Inspektorat II

Persen 1,5 1,4 1,3 L,2 1 1,5 1,4 1,3 t,2 1 1 L,4 1,3 1,2 I
1 Batas

temuan material
pengawasan
ekstemal Pada
cakupan tugas

II

Ir1

2 Maksimum
rekomendasi hasil
pengawasan yang
tidak daPat
ditindaklanjuti
sesuai cakuPan
tugas InsPektorat
II

Persen 10 8 6 4 o 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 Ir1

J Pengaduan
masyarakat
berkadar
pengawasan
ditindaklanjuti
pada cakuPan
tugas Inspektorat
II

Persen 80 85 90 95 100 80 85 90 95 100 80 85 90 95 100 Ir1
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IIdan KorJaProgram

93 Ir191 91,5 o.) 92,592 92,593 91 91,591,5 92 5Persen 914 Rekomendasi
pengawasan
internal yang
ditindaklanjuti
oleh Satker sesuai
dengan rencana
aksi yang telah
ditetapkan pada
cakupan tugas

II
Cakupaa Tugar Iarpektorat II 5rangPemerlntahaasK2

3,O 4,O 4,O Irl4,O 4,O 3,O 3,O3,O J,U 3,O3,O 4,O 4,O3,O 3,OLevel1 Index peneraPan
manajemen risiko
(MRI) cakuPan
tugas Inspektorat
II

Yang EfekttfP€ngaurasatr

85,O Ir175,O 80,o 80,o80,o 80,o 85,04,O 75,O 75,O3,O 4,OPersen 3,O 3,O1

kesesuaian
Pelaksanaan
pengawasan
dengan standar
pelaksanaan

7A,O 79,O 80,o Ir180,o 76,O 77,O77,O 7A,O 04,O 4,O ,o3,O 3,OPersen
Audit

Penerapan
(Teknik
Berbasis

FCngawasan Internd Yang EflrlenSistomsK4
90,0 100,o 100,0 Ir1100,0 100,o 70,o 80,o70,o 80,0 90,o4,O 4,O3,O 3PersenTingkat

kesesuaian
pelaksanaan
pengawasan

I

100,o Ir180,o 90,0 100,o 100,o100,o 100,o 100,o4,O 80,o 90,03,O 3,OPersen 3,0o
kesesuaian
penugasan SDY
pengawasan sesuar
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3. Indikator Klaerja Kegiatan

Indikator kinery'a kegiatan merupakan alat ukur yang

mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu

kegiatan. Indikator Kine{a Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik

untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan

sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur

manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal merupakan

sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan

unit organisasi Eselon II.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2O2O-2O24,

dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan

anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2020 - 2024 adalah:

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Program Kementerlan Perlndustrlan

Tahun 2O2L -2024
Dalam R M

Rincian kine{a dan kebutuhan pendanaan untuk masing-

masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan

anggaran

2.319 2.5511.605 2.toaPengawasan Efektivitas, Ehsiensi
dan Akuntabilitas Pel,aksanaan
Program/ Kegiatan Kementerian
Perindustrian Cakupan Tugas
lnspektoral I

1

2.3t9 2.5511.605 2.108TOTAL
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BAB V

PENUTUP

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun ke depan semakin tinggi terhadap

kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku

aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan

sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan

menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian

Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan

kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan

perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan

sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan

Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian

Tahun 2o2o - 2024 serta Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal,

maka disusunlah Renstra Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian

perindustrian 2o2o-2o24, yang dijadikan landasan bagi aparat pengawasan

intern di lingkungan Inspektorat II untuk memberi nilai tambah dan

menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri

berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka

mewujudkan visi Inspektorat Jenderal sebagai mitra kerja dan penjamin

mutu pencapaian sasaran pembangunan industri'

Rencana Strategis Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian

Perindustrian ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur

Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam

melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk lima tahun ke depan'
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